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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Keselamatan Pelayaran 

a. Definisi 

Keselamatan Pelayaran termasuk upaya penanggulangan  

kecelakaan dan merupakan faktor utama lancarnya arus pelayaran 

dalam transportasi laut, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran, Pasal 116 Ayat (1) “Keselamatan dan keamanan pelayaran 

meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, 

serta perlindungan lingkungan maritim” 

b. Peraturan 

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus 

ditaati dan dilaksanakan (Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia). 

Peraturan yang menjelaskan tentang Keselamatan Pelayaran di 

Indonesia yaitu UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada 

Pasal 116 Ayat (1) “Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi 

keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta 

perlindungan lingkungan maritim” dan Ayat (2) “Penyelenggaraan 

keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah”. 
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Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan dimaksud 

dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 117 Ayat (1) 

yaitu “Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi 

terpenuhinya persyaratan, kelaiklautan kapal dan kenavigasian”. 

c. Manajemen 

Pemilik atau Operator Kapal yang mengoperasikan kapal untuk 

jenis dan ukuran tertentu, harus memenuhi persyaratan manajemen 

keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapaldisebutkan dalam 

Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2008 Tentang Pelayaran.Kapal yang telah memenuhi 

persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran 

dari kapal sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas, diberikan sertifikat. 

Sertifikat Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) diatas, berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen 

Keselamatan (Document of Compliance-DOC) untuk perusahaan dan 

Sertifikat Manajemen (Safety Management Certificate-SMC) untuk 

kapal. 

Pengaturan di bidang manajemen keselamatan, memuat 

ketentuan yang mengantisipasi perkembangan lingkungan strategi 

nasional dan internasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dengan mengakomodasikan ketentuan 

internasional terkait seperti International Safety Management Code 

(ISM Code). 
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Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselanggaranya 

perlindungan yang efektif dari kemungkinan resiko dan bahaya yang 

dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai penyebab kecelakaan 

yang tidak seharusnya terjadi pada kegiatan pelayaran.   

2. Kecelakaan Kapal 

a. Definisi 

 Kecelakaan Kapal berdasarkan Maritime Glossary, adalah suatu 

kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hal-hal berikut: 

1) Kematian/hilangnya nyawa seseorang, cedera/luka berat atas 

seseorang yang disebabkan karena atau berkaitan dengan kegiatan 

pelayaran atau operasional kapal; atau 

2) Hilangnya atau menghilangnya sebuah kapal atau lebih; atau 

3) Kandasnya atau tidak mampunya sebuah kapal atau lebih, atau 

keterlibatan sebuah kapal dalam kejadian tabrakan; atau 

4) Kerusakan material/barang yang disebabkan Karena atau berkaitan 

dengan pengoperasian kapal. 

 Kecelakaan Kapal Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran Pasal 245 yaitu “Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang 

dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau 

jiwa manusia berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, 

dan kapal kandas.” 
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b. Peraturan 

 Peraturan yang menjelaskan tentang Kecelakaan Kapal 

berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu: 

1) Pasal 246,“Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal 

yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya 

harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan 

tersebut kepada Nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal.” 

2) Pasal 247, “Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau 

kapallain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta 

dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita 

mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.” 

3) Pasal 248, “Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau 

kapal lain wajib melaporkan kepada : 

a) Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapalterjadi 

di dalam wilayah perairan Indonesia; atau 

b) Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat 

pemerintah negara setempat yang berwenang apabila 

kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.” 
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c. Faktor 

 Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada transportasi laut telah 

banyak yang terjadi. Insiden yang terjadi biasanya adalah tenggelam 

akibat kelebihan muatan, terbakar atau meledak, ataupun tenggelam 

akibat dari faktor alam, berdasarkan data dari Mahkamah Pelayaran 

faktor kesalahan manusia adalah penyebab utama dari kecelakaan 

transportasi laut yang ada. Sebanyak 88% kejadian disebabkan oleh 

human error dari orang-orang yang ada dalam sistem transportasi laut 

dan hanya beberapa saja yang disebabkan oleh faktor alam atau cuaca. 

1) Faktor Kelalaian Manusia (Human error) 

 Faktor kelalaian manusia didefinisikan sebagai keputusan 

atau perilaku manusia yang tidak tepat yang mengurangi atau 

berpotensi mengurangi efektivitas, keselamatan atau performa 

sistem (Sanders & McCormick, 1993). Kesalahan-kesalahan yang 

disebabkan oleh manusia menimbulkan dampak negatif bagi 

performansi perusahaan. Menurut Meister dalam Eviyanti, 2013, 

20%-50% kegagalan yang terjadi dalam suatu sistem disebabkan 

oleh human error. Menurut Meister dalamSoesanto (2010), human 

error adalah probabilitas keandalan manusia untuk menyelesaikan 

suatu aktivitas secara sukses dalam kurun waktu tertentu.  
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2) Faktor Alam (Force Majeur) 

 Faktor Alam (force majeur) adalah peristiwa atau bencana 

yang ditimbulkan dari perubahan keadaan alam di luar jangkauan 

dan kekuasaan manusia, sering disebut sebagai bencana alam 

seperti, tsunami, gelombang kuat, gemp abumi, banjir, angin topan, 

tanah longsor. 

3) Faktor lainnya (Others Factor) 

 Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor lainnya secara umun 

dapat disimpulkan bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh faktor 

lainnya ini dikarenakan tidak dipatuhinya klausul layak laut dalam 

ISM Code yaitu yang berkenaan dengan pengoperasian kapal. 

Perusahaan atau pemilik kapal seharusnya telah membuat prosedur, 

rencana dan instruksi termasuk hal–hal yang menjadi perhatian 

utama untuk pengoperasian kapal yang menyangkut keamanan 

awak kapal, kapal sendiri dan perlindungan maritim. 
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B. Kerangka Pikir Penelitian 

Adapun kerangka pikir penelitian yang peneliti buat sesuai dengan 

uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Kerangka Pikir 

 

 

 

Judul 

Upaya Peningkatan Keselamatan Pelayaran terhadap Kecelakaan Kapal oleh Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten 

RumusanMasalah 

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal di perairan 

Banten ? 

2. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan 

pelayaran terhadap kecelakaan kapal di perairan Banten ? 

TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal 

di perairan Banten. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan 

pelayaran terhadap kecelakaan kapal di perairan Banten. 

3.  

Metode Pengumpulan Data 

Observasi, Wawancara, 

StudiPustaka 

Landasan Teori 

Kesimpulan dan Saran 

Hasil dan Analisis 

Pembahasan 
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